
BUPATI REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR£4 TAHUN 2021

TEINTANG

STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN

SERTA HARGA PENGADRAN BARANG/JASA REBUTUHAN PEMERINTAH

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang      :   a.       bahwa agar perencanaan ariggarari Tahun 2022 heH.alan
tertib,  1ancar,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  sesuai
dengan ketentuan peratLlran perundang-undangan, perlu
memherikan     pedoman     dalam     penyusunan.     biaya
kegiatan,  honorarium,  biaya  peme]ifearaan  selfa  harga

pengadaan barang/j asa;

b.       bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sehagaimana
dimaksud dalam huruf a,  perlu  menetapkan Peraturan
Bupati      tentang      Standardisasi      Biaya      Kegiatan,
Honorarium,    dan   Biaya   Pemeliharaan   serta   Harga
Pengadaan      Barang/Jasa      Kebutuhan      Pemerintah
Kabupaten Rembarig Tahun Anggaran 2022 ;

Mengingat         :    1.       Undang-Undang    Nomor     13    Tahun     1950    tentang
Pembentukan      Daerah-daerah      Kabupaten      dalam
Lin9kungari FTopinsi Djawa Tengah;

2.       Undang-Undang    Nomor     17    Tahun    2003    tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4296} ;

3.       Undang-Undang     Nomor     1     Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan   Negara   {Lembarari   Hegara   Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355};   .

4+       Undang-Undang    Nomor    23     TahHn    2014     tentang
Pemerintaham    Daerah    {Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I+embaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5586}  sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  teraELir  dengan  Undang-



5.

Undang  Nomor   11   Tahun   2020   tentang  Cipta  Kerja

{Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomcr   245,   Tarnbahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6573} ;

Peraturari  Pemerintali  FTomor  18  Tahun  2017  tentang
Hah Keuangan dan Administratif Hmpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan   Rakyat  Daerah   {Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2017  Homor  106,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057} ;

6.       Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaali    Keuangan     Daerah     {Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Honor  42  Tambahan
I.embarari Negara Rfpublik Indonesia Nomor 6322} ;

7. Peraturan   Presiden   Nomor   16   Tahun   2018   tentang
Pengadaari  Barang/Jasa  Pemerintah  {Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33} sebagalmana
telali   diubah   dengan   Peraturan   Presiden   Nomor   12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tarfun 2018 tentang Pengadaali Barang/Jasa
Pemerintah {I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63};

8.       Peraturan   Presiden   Nomor   33   Tahun   2020   tentang
Standar   Has.ga   Satuari   R€gioHal    {I+€mbaran.   Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57};

9.       Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  1 13/PMK.05/2012
tentang  Peq.alanan  Dinas  Dalam  Negeri  Bagi  Pejabat
Negara.,  Pegawal Negeri dan Pegawal Tidak Tetap {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678};

10.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang  Pedoman  Pen.alanan  Dines  Luar  Negeri  bagi
Aparatur  Sipil  Negara  Kementerian.  Dalam.  Negeri  dan
Pemerintah  Daerah,  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  {Berita  Negara  Rfpublik  Indonesia Tahun  2016
Nomor 8 1 1 i ;

11.     Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  72/PMK.02/2020
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor     78/PMK.02/2019     tentang     Standar     Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2020 {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 683};

12.     Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 77 Tahun 2020
tentang  Pengelolaan  Teknis  Keuangan  Daerah  {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

13.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Fenyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggarali  2022  {Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926};



14.     PeratHran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006    tentang    Pokok-pokok    Pengelolaan    Keuangan
Daerah  {I.embaran  Daerah  Kabupaten  Rembang Tahun
2006  Seri  A  Nomor  12,  Talnbahan  Lembarari  Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 61} ;

15.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang Nomor 5 Tahun
2016   tentang  Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat
Daerah     Kabupaten     Rembang     {Lembaran     Daerah
Kabupaten  Rembang Tahun  2016  Nomor  5,  Tambahan
ljembaran   Daerah   Kabupaten   Rembang   Nomor   128}
sebagalmana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Halbxpaten
Perubchan
NomSr    5
Susunan
{LemfoaraH
Nomor   4'

R€mbang   Nomor   4   Tinnn   2020   tentang
atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
TahHn    2016    tentang   PembentHkan    dan
Perangkat    Daerah    Kabupaten    Rembang
Daerah  Kabupaten  Rembang  TahHn   2020
Tambahan   Ijemharan   Daerah   Kabupaten

Rembang Nomor 151};

16.     Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pedom.an Peljalallari Dinas Bagi Pejabat dan Pegawal di
Lingkungan   Pemerintah   Halbupaten   Rembang   {Berita
Daerah Kalbupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 9};

17.     Peraturan   Bupati   Rembang   Nomor   28   Tahun   2017
tentang Tata  Cara  Perm.bentukan.  Peraturan.  Bupati  dan
Keputusan  Bupati  {Berita  Daerah  Kabupaten  R€mbang
Tahun   2017   Nomor   28}   sebagaimana   telah   diubah
dengan Peraturan Bupati E€mbang Nomor 2 TahHn 2021
tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Bupati   Rembang
Nom.or 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentnkan
Peraturan Bupati dan Keputnsan Bupati {Berifa Daerah
Kabupaten Rembang TahHn 2021 Nomor 2};

MEMUTUSRAN :

Menetapkan      :    PERATURAN     BUPATI     TENTANG     STANDARDISASI     BIAYA

KEGIATAN,     HONORARIUM,     DAN    BIAYA    PEMELIHARAAN

SERTA   HARGA   PENGADRAN   BAFENG/JASA   KEBUTUHAN

PEMERINTAH   KABUPATEN   REMBANG   TAHUN   ANGGARAN

2022.

Pasal  1

Dengari Peraturari Bupati ini menetapkan standardisasi biaya
kegiatan,  honorarium,  dan  biaya  pemeliharaan  serta  harga

pengadaan   barang/jasa   kebutuhan   pemerintah   Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam
Lanpiran  yang  merupakan  hagian  tidak  telpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal  2

Standardisasi    biaya    kegiatari,     honorarium,     dan    biaya

pemeliharaari serta harga pengadaan harang/jasa kebutuhan
pemerintah   Kabupaten    Rembang   Tahun   Anggarari   2022
berfungsi sebagal pedoman bagi Perangl±at Daerah/Unit Keria



di    lingkungan    Pemerintah    Kabupaten    Rembang    untuk
menyusun    biaya    komponen    masukan    kegiatan    dalam

penyusunari rencana keria anggaran Perangkat Dzierah Tahun
2022-

Pasal  3

Standardisasi biaya kegiatan, honorarium, dan biaya pemeliharaan serta harga

pengadaan  barang/jasa  kebHtuhan  pemerintah  Kabupaten  Rembang  Tahun
jinggarari 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi
termasuk pajak dan/ atEiu jasa lainnya.

Pasal 4

Perencanaan  pengadaan  barang  yang  telah  tereantum  di  dalam  E-cc{hazogre
mengacn  pada harga, jeni§ dan  sp€sifikasi yang tgrcantnm didalaHi  daftar  E-
enhazogre portal nasional yang dikeluarkan oleh I,embaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah {LKPP}.

Pasal 5

„     g:::a¥±o:=ggesuenL=ksukf:dc=:=gF=osre=o=:yd=L±ngasheEuanm,kti¥£±artae¥ca:::ams

dalarn ELen±edGgme ditetapkan berdasar pada harga yam.g dikeluarkan. oleh
Agen  Pemegarig Merek  {APM} / RTer€n Dgfl!gr/ Distributor/ Dealer/Sub  Dealer
maupun Toko Onderdil resmi.

{2}      Patokan harga per meter persegi  untuk pengadaan tanah  menyesuaikan
Nilai Jual Objek Pajak {NJOP} /harga pasar/hasil penilal independen.

{3}    ::]tuuman/ tidh±::rc=nttuu: d±u: F%eHLfaj%#g d::ekt:]p¥in g:r¥:::paa=a hy=::

yang dikeiuarkan oleh penerbit resrni.

(4}      Satuan harga untuk obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis maupun
iflventaris yang  belum/tidak  tercantum  dalam  EcfifH!ogrg  berdasarkan

pada standar Harga Netto Apotek {HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai
{PEN} dengan t]erpedoman pada harga stander dari Distributor resmi.

{5}      Dalarli  hal  satuan  biaya  penyelenggaraan  kegiatan  belum  diatHr  dalam
PeratHran  BHpati  ini  penyelenggaraan  kegiataLn  dapat  berpedoman  pada
ketentuan harga/tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Kementerian
Negara/Lembaga.

{6)    B±:y¥h::ork±±aintand:erba±#a dp=+g:=a=:y=Sie:nEu:±Sfhfbs±ds±andd=r

pemberi  transfer  khusus/hibah  kecuali  pemberi  transfer  khusus/hibah
tidck mengatur.

Pasal  6

( 1 }    :¥n¥arhd¥rat:±H.a:±±eanc= k:gr£Far¥L¥a:£d±h=uet:¥Fahti±d= t:tg=ank8eg:t=

tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan
izin Bupati.



{2}    :ea]L=_haalan h¥e8fa=Sarm±:±hti:n¥;andd¥d±Si=d¥edr±::ir£=at uP:::=

Perangkat  Daerali  dapat  melakukan  penyesuaian  biaya  item  kegiataLn
setelah m€ndapatkan izin Bupati.

{3}    :ee:::uu¥ h::::=i=m=ape:L=¥=udd£:::ad=t ±::e:,anpa:::tra{fit tiidta¥

pertemuan di dalam dan di luar kantor, dan pengadaan kendaraan dinas.

(4)      Izin   Bupati   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   {1}   dan/atau   ayat   (2)
diberikan dengan tata cara sct*agai berikut :

a. Kepala  Perangkat  Daerah  menyampaikan  usulari  £.tom kegiatan/biaya
sebagaimal.ia dimaksHd pada ayat { 1} dan ayat {2} kepada Bupati melalui
tim standardisasi dilan,piri dengan :
1} rencana ke±a Peran8kat Daerafi yang memnat kegiatan sebagaimana

dimaksud  dalam huruf a yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
2} survgi harga pasar minimal 3 {tiga} sumber Fang b€rbeda; dan
3} kajian pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangrfutan.

b. tim  standardisasi meneliti  berkas  atas  tisHlan  Peran8kat Daerah  dan
meneruskan hasilnya kepada Bupati.

{5}      Format   persetujHan   Bupati   sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan darn Peraturan Bupati ini.

{6}      Tambahan   sebagaimana   dimaksHd   pada   ayat   {1}   ditetapkan   dengan
Peraturan BHpati.

{7}      Persetujuan penyesualan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal  7

Khusus ketentuari mengenai pekeriaan yang sumber dananya herasal darn Dana
Alokasi Khusus {DAK} mengacu pada ketentuan pgraturan peFTndang-undangan
mengenai DAK.

Pasal 8

Peraturan. Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengrndangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kribupaten Rembang.

Ditetapkan di Re

pada tanggal at

mfuffigcae>,

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkari di Rembang

pada tanggal  il iu\r aefl\

Pj. SEKRETARIS DRERAH
RABUPEREMBANG,

EDY SupRr¥ANTA

BERITA DAERE±± KABUPATEH REMBANG TAHUH 202 1 NOMOR   c2a4

gE±fi_E„4¥Lh_.+ . pj¥ng„_E
S E KDA              I        ^M/

ASIgrEN
PEREKESRA


